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LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a  bahwa sehubungan dengan perkembangan yanc
tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umurn
APBD, keadaan yang menyebabkan pergeserar
antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jeni
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebil
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Mengingat:

1.

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maks
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggarar
2008;

bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlt
ditetapkan dengan Peraturan Dagerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentan¢
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalan
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomol
44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayal
Kotamadya Daerah Tingkat |l Sawahlunto
Kabupaten Daerah Tingkat Il Sawahlunto
Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat |
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 1990 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentan¢
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesit
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengar
Undang-undang Nomor 12 Tahun 199/
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentanc
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomol
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 3685) sebagaimana telal
diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahur
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentanc
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanc
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beba:
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembarar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomol
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentan¢
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentanc
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi¢
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentanc
Pembentukan Peraturan Perundang-undangar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanc
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawak
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahar
Lembaran  Negara  Republik  Indonesi¢
Nomor 4400);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentan¢
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiona
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanc
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negar:
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberap:
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1%
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan¢
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negar:
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesit
nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan¢
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negare
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesit
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangar
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar
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17.

18.

19.

20.

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomol
4416) sebagaimana telah diubah ketiga kaliny:
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahur
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200t
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanar
Umum (Lembaran Negara Republik 1ndonesié
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200t
tentang Standar Akuntanss  Pemerintahar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200t
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesic
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200t
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesit
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200t
tentang Sistem Informasi Keuangan Daeral
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor 4576);
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